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ABSTRAK:

CATATAN:

Dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan
melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun
sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum. Dalama ranka percepatan
pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta
kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan
upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam
rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien,
efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan
daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan
aspirasi masyarakat Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2| Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang Undang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal
20 ayat (1); UU No. 21 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35
Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Diatur tentang
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang diubah sebagai berikut Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Bagian Kedua Bab V,
Pasal 6, Pasal 7, Bagian Ketiga Bab V, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 28,
Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 75, Pasal 76.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juli 2021.
Penjelasan: 14 him



